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TENTANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

2021
RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …  TAHUN ...
TENTANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang
	:
	a. bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, diwujudkan melalui penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa pemberian otonomi harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan; 
d. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan dan daratan yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah sehingga pengaturan hubungan antara pemerintah dan pemerintahan daerah perlu memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah; 
e. bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terkendala dalam batas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi daerah, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta pemajuan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
f. bahwa Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum di masyarakat untuk menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing sehingga perlu disesuaikan; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur; 


	 Mengingat


	:
	Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan   :
UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Perbatasan Negara adalah kawasan strategis nasional yang berada di bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok warga negara Indonesia yang hidup secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu, identitas budaya, hukum adat yang masih ditaati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
8. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2
(1) Pengaturan Undang-Undang ini didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. demokrasi;

b. kepentingan nasional;

c. keseimbangan wilayah;

d. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;

e. peningkatan daya saing;

f. kepastian hukum;

g. keharmonisan; 
h. keterbukaan; dan
i.    dayaguna dan hasilguna.
Pasal 3

Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan mewujudkan: 

a. penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terarah, terpadu, dan terintegrasi sehingga terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai aspek kehidupan;
b. tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
c. kesejahteraan masyarakat; 
d. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e. sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing.
BAB II
POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBUKOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pasal 4
Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak pada:

a. 80 (delapan derajat) – 120 (dua belas derajat) Lintang Selatan; dan

b. 1180 (seratus delapan belas derajat) – 1250 (seratus dua puluh lima) Bujur Timur. 

Pasal 5
(1) Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai batas wilayah:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores; 

b. sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia; dan

d. sebelah timur berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.
(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
 Pasal 6
(1) Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota, yaitu:
a. Sumba Barat;

b. Sumba Timur;

c. Sumba Barat Daya;

d. Sumba Tengah;

e. Kupang;

f. Timor Tengah Selatan;

g. Timor Tengah Utara; 

h. Belu;

i.    Malaka
j.    Kupang;

k. Flores Timur; 

l.    Sikka; 

m. Ende;

n. Ngada;

o. Nagekeo;

p. Manggarai;

q. Manggarai Barat;

r. Manggarai Timur;

s. Alor;

t. Lembata;

u. Rote Ndao; dan

v. Sabu Rajua.
(2) Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Kota Kupang.

BAB III
KARAKTERISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 8
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

a. kewilayahan;

b. potensi sumber daya alam; dan

c. suku bangsa dan kultural. 

Pasal 9
Karakteristik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa 5 (lima) ciri geografi utama yaitu:

a. kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai; 

b. kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi oleh pemerintah;

c. kawasan taman nasional yang menjadi salah satu potensi pariwisata; 

d. kawasan kepulauan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Nusa Tenggara Timur; dan
e. Kawasan Perbatasan Negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste dan Australia.

Pasal 10
Karakteristik potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa perikanan dan kelautan, pertanian, peternakan, dan pariwisata. 
Pasal 11
Karakteristik suku bangsa dan kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang sebagian besar antara lain suku Helong, Dawan, Tetun, Kemak, Marae, Rote, Sabu, Sumba, Manggarai Riung, Ngada, Lio, Krowe Muhang, Lamaholot, Kedang, Labala, Alor Pantar, Bajo, dan Jawa yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat.

Bagian Kedua

Desa Adat dan Majelis Adat

Pasal 12
(1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakui adanya desa adat dari setiap penduduk asli Nusa Tenggara Timur.
(2) Penduduk asli Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing memiliki majelis adat yang berfungsi menggali, memelihara, dan merestorasi nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat desa adat.
(3) Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(4) Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
a. kedudukan dan status desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. tugas dan wewenang desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

c. tata pemerintahan desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
d. lembaga adat;

e. keuangan desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
f. majelis adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

g. tata hubungan dan kerja sama desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

h. pembangunan desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pembangunan kawasan perdesaan desa adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

i.  pembinaan dan pengawasan; dan

j.  pemberdayaan dan pelestarian. 

Bagian Ketiga

Taman Nasional Komodo
Pasal 13
(1) Komodo merupakan hewan yang dilindungi negara dan hewan langka di dunia yang hanya terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
(2) Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhabitat dan dilindungi di Taman Nasional Komodo.
Pasal 14
(1) Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(2) Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 3 (tiga) pulau utama yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.
(3) Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
Pasal 15
(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah kabupaten/kota ikut serta dalam pengelolaan dan pemeliharaan Taman Nasional Komodo.

(3) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan  pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pemeliharaan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemeliharaan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat

Masyarakat Hukum Adat


Pasal 16
(1) Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat yang masih hidup dan berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima

Kawasan Perbatasan Negara
Pasal 17
(1) Cakupan Kawasan Perbatasan Negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Pusat wajib membangun dan mengembangkan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar tidak tertinggal dengan kemajuan Kawasan Perbatasan Negara di negara tetangga.
(3) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

(4) Kewenangan Pemerintah Pusat di Kawasan Perbatasan Negara meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: 
a. penetapan rencana detail tata ruang; 

b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan 

c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.

(6) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/walikota dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bupati/walikota menugaskan camat di Kawasan Perbatasan Negara dalam hal pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 19
(1) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dilakukan untuk mewujudkan rencana tata ruang Kawasan Perbatasan Negara.

(2) Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri/pimpinan instansi pemerintah terkait, termasuk badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, gubernur, bupati, dan pimpinan badan/lembaga sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IV

PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Bagian Kesatu

Perencanaan Pembangunan

Pasal 21
Perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 22
(1) Perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
c. rencana kerja pemerintah daerah.
(2) Perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) Perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pendekatan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pasal 23
(1) Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. holistik;

b. integratif;

c. perencanaan yang sinergis;

d. kepemimpinan kultural; dan

e. pendekatan satu kesatuan wilayah.

(2) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembangunan seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendekatan pembangunan yang diselenggarakan melalui proses perencanaan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(4) Pendekatan perencanaan yang sinergis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator daripada sebagai operator langsung.

(5) Pendekatan kepemimpinan kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penerapan kepemimpinan yang lebih mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal agar dapat mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan secara aspiratif, demokratis, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

(6) Pendekatan satu kesatuan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendekatan pembangunan yang mencakup satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Bagian Ketiga
Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pasal 24
(1) Prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: 
a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b. pengembangan pembangunan perekonomian, industri, investasi, pariwisata, dan perdagangan;

c. pengembangan sarana dan prasarana pembangunan;

d. pengelolaan sumber daya alam secara efisien; dan

e. pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.
(2) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Pengembangan dan peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial budaya, dan agama.
(2) Dalam mewujudkan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi: 

a. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama; dan

b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menunjang aspek pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan agama.

Pasal 26
(1) Pengembangan  pembangunan perekonomian, industri, investasi, pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, menitikberatkan pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia, potensi agraris, dan daerah kepulauan  dengan dukungan transportasi yang memadai.

(2) Dalam menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dengan bertumpu pada pengembangan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi: 

a. meningkatkan efisiensi berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna;

b. menciptakan sistem distribusi yang efisien;

c. mewujudkan struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa dan transportasi;

d. mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan;

e. memanfaatkan secara optimal potensi perikanan dan kelautan;

f. memanfaatkan secara optimal potensi pariwisata;

g. memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan

h. menstimulasi tumbuhnya industri kecil dan menengah.

Pasal 27
(1) Pengembangan sarana dan prasarana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

(2) Dalam mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:

a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi dan terkoneksi;

b. penyediaan sarana prasarana air minum bagi masyarakat;

c. penyediaan listrik sampai ke pelosok wilayah;

d. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

e. pengembangan telematika dan pelayanan telekomunikasi serta informasi ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau;

f. pengembangan perumahan dan pemukiman; dan

g. pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

Pasal 28
(1) Pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

(2) Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan strategi dan kebijakan meliputi pembangunan yang diarahkan untuk:

a. terjaminnya ketersediaan sumber daya berkelanjutan;

b. terwujudnya kelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;

c. terwujudnya sistem manajemen bencana alam;

d. terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

e. terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pasal 29
(1) Pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, menitikberatkan pada  pembangunan bidang politik dan hukum. 

(2) Dalam mewujudkan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan strategi dan kebijakan meliputi:

a. pembangunan hukum yang diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban hukum;

b. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;

c. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan

d. pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan partisipasi masyarakat.

Pasal 30
(1) Untuk mendukung prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi.
(2) Sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan/atau

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 31
(1) Dalam mewujudkan pengembangan pembangunan perekonomian, industri, investasi, pariwisata, dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kawasan ekonomi secara terintegrasi di wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan kawasan ekonomi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
Bagian Keempat
Pola Pembangunan 
Paragraf 1 

Umum

Pasal 32
(1) Pola pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pola pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paragraf 2

Cakupan Pola Pembangunan 
Pasal 33
(1) Pola pembangunan daerah memuat:
a. pola pengembangan kualitas sumber daya manusia; 

b. pola pembangunan hukum daerah;

c. pola koordinasi pembangunan daerah;

d. pola pemberdayaan masyarakat;

e. pola pembangunan kebudayaan;

f. pola pengembangan infrastruktur;

g. pola pemerintahan daerah;

h. pola pengelolaan lingkungan hidup;

i. pola peningkatan investasi; dan

j. pola pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro. 

(2) Pola pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana strategis daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(3) Pola pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Pola pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;

b. peningkatan daya saing;

c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;

d. pembangunan yang berkelanjutan; dan

e. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 35
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

b. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan pelindungan tenaga kerja;

c. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

d. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan

e. mewujudkan rasa aman dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 36
Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwujudkan dengan:

a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;

b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan

c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. 
Pasal 37
Pengembangan tata kehidupan masyarakat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34  huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal.

Pasal 38
Pembangunan yang berkelanjutan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.
Pasal 39
(1) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional.
(2) Manajemen risiko kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat keberagaman.

Bagian Kelima
Pembangunan Perekonomian, Industri, dan Investasi

Pasal 40
(1) Pembangunan perekonomian, industri, dan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara seimbang dan bertumpu pada: 

a. pertanian; 

b. kelautan dan perikanan; 
c. kepariwisataan; 
d. kehutanan; dan
e. sumber daya alam.
(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pasal 41
(1) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 

(2) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
(3) Pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan menuju sistem pertanian organik dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Pasal 42
(1) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 

(2) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya ikan, dan lingkungannya.
(3) Pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelaksanaan kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut;
b. pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut;
c. pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kelautan;
d. pelaksanaan kebijakan tata kelola dan kelembagaan serta budaya bahari;
e. pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;

f. pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan;
g. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan; dan
h. pengadaan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
(4) Ketentuan mengenai pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 43
(1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c diarahkan pada pengembangan kepariwisataan: 

a. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya; 

b. berbasis kerakyatan; 

c. berorientasi pada kualitas; 

d. ramah lingkungan; dan

e. berkelanjutan. 

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. sarana dan prasarana pariwisata;

b. industri pariwisata; 

c. destinasi pariwisata; 

d. pemasaran pariwisata; 

e. sumber daya manusia pariwisata; dan 

f. kelembagaan pariwisata. 

(3) Pembangunan kepariwisataan diselenggarakan: 

a. sesuai dengan potensi wilayah; 

b. dengan memperhatikan keseimbangan wilayah; dan 

c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah. 

(4) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.
Pasal 44
(1) Pembangunan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d mencakup tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, pelindungan hutan, serta pengolahan hasil hutan bukan kayu, dan hasil hutan kayu.
(2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan kehutanan termasuk terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(3) Pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat di sekitar kawasan hutan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 45
(1) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 

(2) Pembangunan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Bagian Keenam
Pembangunan Sektor Lain 

Pasal 46
(1) Selain pembangunan perekonomian, industri, dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdapat pembangunan sektor lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

(2) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi untuk dikembangkan. 

(3) Pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada pembangunan: 

a. berbasis budaya; 

b. memperhatikan keanekaragaman dan keunikan budaya; 

c. berbasis kerakyatan; 

d. berorientasi pada kualitas; 

e. ramah lingkungan; dan 

f. berkelanjutan. 

(4) Pembangunan sektor lain diselenggarakan: 

a. sesuai dengan potensi wilayah; 

b. sesuai keseimbangan wilayah; dan 

c. sesuai dengan daya dukung daerah dan rencana tata ruang wilayah. 

Pasal 47
(1) Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 dilakukan berdasarkan pola pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memperhatikan rencana induk pembangunan nasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
Pasal 48
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang pembentukannya.
Pasal 50
(1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintahan kabupaten/kota  terdiri atas urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 51
(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten/kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten/kota, dan desa disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.

Pasal 52
(1) Urusan pemerintahan konkuren wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:
a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; dan

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota.

(2) Urusan pemerintahan konkuren wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)  meliputi:

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;

i. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;

j. pelayanan pertanahan;

k. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

l. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan

m. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

(3) Urusan pemerintahan konkuren pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur  dan/atau pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)  meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan 

h. transmigrasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 53
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54
(1) Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan untuk pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Taman Nasional Komodo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
(2) Pemerintah Pusat menyediakan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.
(3) Pendanaan untuk pengelolaan Taman Nasional Komodo dan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 55
(1) Dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) Pelibatan partisipasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 

a. melakukan kontrol sosial;

b. menyerap tenaga kerja;

c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

e. menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap daerahnya.

(3) Partisipasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemikiran berupa ide, saran, gagasan, dan/atau peran serta dalam pengambilan keputusan;

b. tenaga dan/atau keahlian;

c. pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan; dan/atau
d. pemanfaatan hasil pembangunan.

Pasal 56
(1) Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum dan/atau kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

b. musyawarah perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BAB VIII

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pasal 58
(1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah kabupaten/kota perlu mengembangkan dan menerapkan sistem e-government di setiap satuan kerja pemerintahan daerah diseluruh kabupaten dan kota. 

(2) E-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk: 
a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;

b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;

c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;

d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;

e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;

f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

g. mengintegrasikan berbagai layanan antar lembaga pemerintahan; dan

h. mengoptimalkan 1 (satu) data di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Pasal 59
(1) Penerapan e-government di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.

(2) Penerapan e-government di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(3) Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

(4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:

a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah;

b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;

d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan

e. pemutakhiran big data.

(5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60
(1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menerapkan e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, perlu menyiapkan sumber daya berupa:

a. pembiayaan yang cukup;

b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan

c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

(3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan pihak swasta.

(4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);
b. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

c. ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 63
Peraturan pelaksana sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 64
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN
REPUBLIK

INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...
RANCANGAN
PENJELASAN

ATAS 

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM  
Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah dengan prinsip bhineka tunggal ika sehingga perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan mengacu kepada ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi daerah yang beragam berupa sumber daya alam, adat istiadat, seni dan budaya serta kearifan lokal. Pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pembangunan perekonomian, industri, investasi, pariwisata, dan perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara efisien, dan pengelolaan tata pemerintahan yang taat asas dan tertib hukum.
Sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan kehutanan menjadi sektor unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air minum, sanitasi layak, dan listrik serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Belum tersedianya rencana tata ruang yang terintegrasi dan transportasi yang memadai juga masih menjadi tantangan bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditambah lagi dengan banyaknya permasalahan lahan dan konflik lintas batas antar daerah.
Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pembentukannya. Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur bersama-sama dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali dikarenakan pada awal kemerdekaan Indonesia, pulau-pulau ini dahulu termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi tiga provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dinamis.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur belum memuat karakteristik dan potensi daerah serta belum dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang bersifat penyesuaian terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang ini dibentuk sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang ini mengatur mengenai:

a. posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
b. karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
c. pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
d. kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 
e. pendanaan; 
f. partisipasi masyarakat; dan 
g. pengembangan e-government.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 

Cukup jelas.
Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. 

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan. 
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan pada seluruh masyrakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar terpola, terarah, terintegrasi, dan bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Nusa Tenggara Timur. 

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Nusa Tenggara Timur pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. 

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keharmonisan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan alam Nusa Tenggara Timur, masyarakat, dan Masyarakat Hukum Adat Nusa Tenggara Timur, serta kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilakukan secara terbuka dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas dayaguna dan hasilguna” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur  dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Nusa Tenggara Timur untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) 

 Cukup jelas.

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “batas wilayah” adalah garis pemisah antara dua daerah provinsi yang ditentukan dengan patok pembatas dan/atau titik koordinat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

             Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas. 
Pasal 13
Cukup jelas. 
Pasal 14
Cukup jelas. 
Pasal 15
Ayat (1)

Dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan Taman Nasional Komodo, Pemerintah Pusat antara lain memberikan dukungan dana dan sarana dan prasarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

            Ayat (1)
 Cukup jelas.
  Ayat (2)
Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara dilakukan tidak hanya dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan pertahanan negara, namun juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan Negara.

Ayat (3)
 Cukup jelas.
Ayat (4)
 Cukup jelas.
Ayat (5)
 Cukup jelas.
Ayat (6)
 Cukup jelas.
Pasal 18

    Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

         Cukup jelas.

Pasal 22

         Cukup jelas.

Pasal 23

            Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas. 

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Nilai kearifan lokal dalam ketentuan ini meliputi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:

a. melaksanakan sendiri;

b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  dan pemerintah kabupaten/kota;

c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan

d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Nusa Tenggara Timur  dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini pendanaan dapat disalurkan apabila terjadi pengalihan dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo ke Pemerintah Daerah atau pengelolaan bersama Taman Nasional Komodo antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. 
Dalam ketentuan ini pendanaan dapat dilakukan baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, maupun bentuk lainnya, selama tidak berbenturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan dimaksudkan untuk menambah besaran beban keuangan negara yang baru.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini pendanaan tetap merujuk kepada pelaksanaan yang berjalan selama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dimaksudkan untuk menambah jenis maupun besaran beban keuangan negara yang baru. 
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum mengenai tanggungjawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam hal pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
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